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TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AIR BELITI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan l,ayanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Staadar

Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masya.rakat

Air Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja Di

Sumatera Selatan (I€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahart

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diuba-h, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Repubtk Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 t€ntang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawaa (Iembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahr:n 2O16 Nomor 1O).

MEMI.ITUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

MIMMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT KFSEHATAN MASYARAKAT AIR BEUTI

KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimakaud dcngan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Ran as

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Ras,as'

4. Dinas Kesehat€n adalah Dinas Kesehatan KabuPaten

MuBi Rawas.

5. Badan LaSranan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Satuan Kerja Pcrangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah I(abupaten Musi Rawas

yang dibentuk untuk memberikan pel,ayanan kepada

masyarakat berupa penyediaal barang dan/atau jasa

yang d,juafkan mengutamakan mencari keunhrngan,

dan dalam melakukan kegiatan nya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan prcduktivitas.
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Pola Pengelolaan KeualSan BLUD, yang selanjutnya

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan

keuangan yalg memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, sebagai pengecua.lian dari ketentuan

keuangan daerah pada umumnYa.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan

Masyamkat Air Beliti yang merupakan sarana

pelayanan kesehatan fungsional dan merupakan Unit

Kerja Perangkar Daerah yang menangani urusan

kesehatan datam rangka memberikan pelayanan

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

memantau perkembangan penyakit, mencegal

kecacatan, dal merehabilitasi kes€hatan pasien.

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pasien yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan

Desa (PKD), Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu)

dalam rangka pemeriksaan aralnnesa, obsewasi,

diagnosis sampai denga-n pemberian obat per oral

dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu

tinggal di rawat inap.

Pelayanan tindakaa khusus adalah pelayanar tingkat

lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelirnPahan wewenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas
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Pembanhr, dan Puskesmas feliling yang telah

mempcroleh kesehatan dan karena

pcnyakit nya memerlukan tindakan khuous atau

tindakar lanjutan pengobatan.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien untuk obaervasi, perawatan, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medic atau kesehatan lain

nya dengan menempati Gmpat tidur Puskesm,as

Rawat Inap.

Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan yang harus diberil(afl s€cepat nya

unh:k mencegah dan/ atau menanggulangi resiko

kematian atau cacat-

Standar Pelayanan Minirhel yang selanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesilikasi teknis tentang

tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puskesrnas kepa.da masyarakat.

Jenis pel,ayanan adalah jenis-jenis pel,ayanan yang

diberikan oleh Puskesmas kepada masyatakal

Mutu pelayanan kes€hatan adalah kinerja yang

menunjuk pada tingkat kesempumaan

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan peda masyaralat serta Pihqk lain, tata

Fnyelengaraan nya sesuai standar yang telah

dit€tapkan.

Definisi operasional adalah r:raian yang dirnaksudkan

untuk meqielasken pengertian dari indicator upaya

keschatan perorangan dan upaya kesehatafl

"nasyarakaL
sumber data adalah sumber bahannya atau

keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang

berhubungan langsung dengan persoalan.

Upaya Kesehatan Percrangatr yang selsnjutnya

disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang

bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan

memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga'
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Upaya Kesehatan Masryarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang

bertujuan memeLihara, mcningkatkan lrcs€hatan dan

mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

Upaya penyedisan data k€schatan adalah kcgiatan

yang dilakukan oleh pctugas pengelola data untuk

metakukan pengumpulan data, pengolahan dan

analhis data hasil kegiatan upa.ya kesehatan

percrangan, upaya kesehatan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat yang bertqjuan untuk

mengetahui kondisi kesehatan dsn faktor yang

mempengaruhinya.

BAB II

MAKST'D DAN TUWAN

Pasal 2

(1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk

memberi panduan kepada Pemerintah KabuPaten

dalam mel,aksanakan perencanaan, Pelaksartaan,

pengendalian, pengawasan dan pertanggungiawaban

penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal pada

Puskesmas.

(2) Standar Pelayanan Minimaf ini bertujuan untuk

meningkatkan dan menjamin muhr Pel,ayanan

keschatan kepada

BAB Itr

JEMS PEI.AYANAN, INDITATOR, STANDAR NIIAI,
BATAS WAICru PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PEIAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

kesehatan dengan mengu.tanakan pencegahan (prewntifl,

penyembuhan (huatifl, pml'Jdiban (rehabilita$) yetrg

dilaksanekan sccara terpadu dengan upaya peningkatan

lpromoti, serta upaya rujukan.
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(1)

Bagian lGdua

Jenis Felayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batag
Wakhr Pencapa.ian

Pasal 4

Jenis pelayanan untuk Puskesrnas, meliputi :

a, Upaya Kesehatan Ferseorangan, meliputi :

1) Petrayanan Gawat Darurat;

2) Pelayanan Rawat Jelan;

3) Pelayanan Rawat Inap;

4) Persafinafl;

5) PelayananlaboratoriumSederhana;

6) Pelayanan Farmasi;

7) Pelayanan Gizi;

8) Pelayanan Rekam Medik;

9) Pengglolaan Limbah;

10) Administrasi dan Manajemen;

11) Pelayanan Ambulan ;

12) Pemeliharaan;

13) Fencegahan dan Pengendalian; dan

14) Pelayanan Keamanani

b. Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi :

1) Pelayanan Kesehatan lbu Harnil;

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

3) Pelayanan Keeehatsn Bayi Baru Lshir;

4) Felayanan Kesehatan Balita;

5) Felayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan

Dasax

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Mukif;
7) Felayanan Kesehatan Pada Usia Irnjut;
8) Pelayanan Kesehatan Fenderits Hipcrtensi;

9) pelayanan Kesehatan Penderita Diabetcs

Miletus;

fo) Pelayanan Kesehatan Orang denSan Gangguan
Jiwa Berat;

l1) Pel,ayanan KeEehatan Orang dengan Tts; dan
f2)Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV.
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(2) Indika.or, standar nitai, batas walfir pencapaian pada

setiap jenis pelayanan untuk uPaya k$ehetan

perseorangsn pada Puskesmas tercantum dalam

Lampiffin I Perah.rran Bupati ini.

(3) Indikator, standar nilai, batas waktu pcncapaian pada

jenis pelayanan untuk upaya kesehatan masyarat<at

1ta Puskesmas, tfrcantum dalam LamPiran II
'\turan 

Bupati ini.

BAB W

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) PuskcsEras yang mcncrapkan PPK BLUD wajib

melaksanakan pelayanan bcrdasarkan SPM dalam

Feraturan Bupati ini.

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat

(f) bertang8ung jawab dale"' penyelengaraan

pelaysnan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di

tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang scsuai dengan SPM

dilakukan oleh tenaga dengan kuafiEkasi dan

kompetensi yang sesuai dengen ketentuan peraturart

perundang-undangan.

BABV

PENERAPAN

Pasal 6

(1) Kcpala Puskcsrrras yang mcncrapkan PPK BLUD

menJruBun r€ncatra kerja dan arggaran, target, serta

upeya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan

tshunan PuBkesmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana diinrk$rd

pada ayat (1), disu$.m dengan menggunakan forrtat

Rencana Bisnis dan Anggaran.

PA.RJIF KOONDI,\ASI



(3) Setiap pelaksanaan dan penyelenggaJaan

pclayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan

dengan mengacu pada SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kcsatu

Pembinaan

Pasd 7

(1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK

BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan,

(2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan

PPK BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan

(PP!(D)

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan

latibrn atau banfiraD teknis lainnya yang mencakup :

a. perhitungan sumber daya dan dana yang

dibutuhkan untuk mencapai SPM;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan

penetapan targct tahunan pencapaial SPM;

c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;

e. penyusunan peraturan perundang-undangan

untuk implementasi PPK BLUD pa.da Puskesmas

yang bersan8kutan;

f. Fenyrsunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

g. Pelaksanaan anggaran; dan

h. Akr.rntansi dan pcliaporan lrcuangan.

Bagian Kcdua

Pengawasan

Paeal a

(l) Pengawaoan dilakukqn oleh Perangkat Daerah

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan-

P^iL1ii h.\iuirDIt,ASI



(21

(3)

S€lain pengawasan yang dilalrukan oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai tuges dan fungsi pengawaean

s€baSaimana rtimelcqd pada ayat (1), dapat dilakukan

oleh pengawas intemal.

Pengawaa intemal sebagaimana dirnaksrrd pada ayat

(21, dilaksanakan oleh intemal auditor Jrang

berkedudukan langsung dibaq,ah Kepala Puakesmas

sesuai dengan ketentuan p€ratu.ran perundang-

undangan.

BABVII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(U BLUD yang memiliki rcalisasi nilai onsct tahuna-n

menurut laporan operasional atau nil,ai aset menurut

neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk

dewan pengawas.

(2) Jumfah anggota dewan pen8awaa sebagaimana

dimaksud pada ayat (U, ditetapksn Eebsnyak 3

(tiga) orang atau 5 [ima) orang dan seorang di

antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai

ketua dewan pcngawas.

(31 SYarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, dan jumlah angpta dewan pengawas sebagaiEana

dimaksud pada ayat (2), mcngikuti peraturan yang

ditetapkan oleh Menteri Dala8 Negeri.

(4) D€wan pengawas dibentuk dengan keputusan

Bupati atas usulan pemimpin BLLJD.

Pasal l0

(1) Dcvra! pcrr8ayras bcrtugas oelakukan pcrnbinaaa dan

pengawasan terhadap pengelolarr BLUD yans

dilekrrkan oleh pejabat pengelola sesuai dengan

ketentuan p€raturan perundanS-undangan.



(21 Dewan pengawas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati

mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat

pengelola;

b. mcngikuti perkembangEn kegiatan BLUD dalt

memberikan pendapat serta aaran kepada Bupati

mengenai setiap masalah yang dianggaP penting

bagi pengelolaan BLUD;

c. mcl,aporkan kepada Bupati tentang kberja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola

dalam melaksanalen pengelolaan BLUD;

e. urelakukan evaluasi dan kinerja baik

keuangan rnaupun norr keuangan, scrta

memberikan saran dan catatafl-catatan penting

rmtuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;

dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan

penilaian kinerja.

Dewan pengawas melaporkan tugasnya

sebagaimana dirnpksrrd pada ayat (11, kepada BuPati

sccara berlela pafing sedikit I (8atu) kali dalam satu

tahun dan sewalftu-waknr apebila diperlukan.

Pasal 11

(1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-

unsur:

a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan

kegiatan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang scauai dengan kegiatan BLUD.

(2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak

bersamaan waktrmya dengatr pengangkatan

pejabat pengelola BLUD,

(31



(31 Kdteria yang dapat diusulkan menjadi dewan

pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD,

serta dapat menyedial<an waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnYa;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan

tidak pemah dinyatakan Pailit atau tidak

pemah menjadi anggota direksi atau komisaris,

atau de$,an penganras yang dinyatakan bersalah

sehingga menyebabkan suatu badan usaha

pailit atau orang ya[g tidak pemah melakulGn

tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. mempun5rai kompetensi dFlern bidang manajemen

keuangan, sumber da1ra manusia dan mempunyai

komitmen terhadap peningkatan kualitas

pelayanan publik.

Pasal 12

(l) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan

selama 5 0ima) tahun, dan dapat diangkat kembali

untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota dew"arl pengawas dapa.t diberhentikan sebelum

waktunya oleh Bupati.

(3| Pemberhentian anggota dewan Pcngawas sehlum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak mel,akssnakan ketcntuan perundang-

undangan;

c. terlibat dalam tindat<sn yang merwikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan

tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan

dengan tugasnya melaksanakgn pengawasan ataa

BLUD.
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(l)

(21

Pasal l3

Bupati dapat mengangkat Eelc€taris dewan pengawas

untuk mendukung kel,ancaran tugas dewan pengawas.

Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bukan merupakan snggota dewan

pengawas,

Pasal 14

Segala biaya yalg diperlukan dalqm p€traksanaan

tugas dewan pengawas dan sekretaris dewart Pengawas

dibcbankan pada BLUD dan dimuat dala.E RBA'

BABVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Perahrran Bupsti ini mulai bedalnl pqda t8nggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memcrintahkan

pengundangan Feraturan Bupati ini dengan

Irnempatannya dalsm Berita Daerah Kabupaten Musi

Lawas-
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Dit€tapkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 {e?lcatbr 269

Diundangfun di Muara Beliti
pada tanggal 6 Q+t*tln 2olg
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODENSI

BERTTA DAERAH xABUpATEN MUsI RAuIAs rAHUN 2019 NoMoRlg
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